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BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 100.2.3/57 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja
Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, Kepala Derah
menetapkan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dengan
Keputusan Kepala Daerah;

. bahwa Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, telah ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Daerah Nomor : 100.2.3/58 Tahun
2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama
Daerah, tetapi guna menyesuaikan ketentuan dalam
Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah
dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan
Pihak Ketiga, maka Keputusan Sekretaris Daerah Nomor :
100.2.3/58 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Kerja Sama Daerah, perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim
Koordinasi Kerja Sama Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2757);



Menetapkan :
: Membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, dengan susunan

KESATU

KEDUA

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang

Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020

tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain
dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 307);

. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor
300);

MEMUTUSKAN:

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum

KESATU sebagai berikut:

a.
b.

menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;

menyusun Pemetaan Kerja Sama dalam Daerah (KSDD) dan

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (KSDPK);

memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan

Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

menyiapkan kerangka acuan atau proposal KSDD, KSDPK
dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka Acuan Kerja
KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dari Pemrakarsa;

f. menyiapkan naskah kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja
Sama (PKS), Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan
KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan
Rencana Kerja;

g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk
menandatangani kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja
Sama (PKS), Kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan
KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;

h. melakukan koordinasi dalam rangka persiapan dan
pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan,
perselisihan dan/atau sengketa yang timbul dalam
pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;

i. memfasilitasi proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani
masyarakat dan daerah;

j- menyusun laporan semester dan laporan tahunan
pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah; dan

k. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada
Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris
Daerah Nomor: 100.2.3/58 Tahun 2025 tentang Pembentukan
Tim Koordinasi Kerjasama Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

KELIMA :  Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.
ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim

kepada Yth.: Salinan sesuai dengan aslinya
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang; KEPALA BAGIAN HUKUM,
2. Asisten Perekonomian dan

Ditandatangani secara
elektronik oleh :

Pembangunan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina
NIP. 19790801 200501 2 010




Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 100.2.3/57 TAHUN 2026
Tanggal: 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH

NO NAMA/NIP/JABATAN KEDUDUKAN KETERANGAN
DALAM TIM
1 2 3 4
1. | Bupati Sukoharjo Pengarah Memberi nasihat,
arahan, dan petunjuk
2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Ketua bertanggung  jawab
Sukoharjo atas pelaksanaan
kegiatan
3. | Asisten Pemerintahan dan Wakil Ketua Membantu tugas-
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris tugas Ketua
Daerah Kabupaten Sukoharjo
4. | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretaris Bertanggungjawab
Sekretariat Daerah Kabupaten dibidang
Sukoharjo kesekretariatan
5. | Inspektur Daerah Kabupaten Anggota Bertapgcz;gu ne g%wab
Sukoharjo sesuai dengan bidang
tugasnya
6. | Kepala Badan Perencanaan Anggota Bertanggung  jawab
Pembangunan, Riset dan Inovasi sesuai dengan bidang
Daerah Kabupaten Sukoharjo tugasnya
7. | Kepala Badan Pengelolaan Anggota Bertanggung  jawab
Keuangan, Pendapatan dan Aset sesuai dengan bidang
Daerah Kabupaten Sukoharjo tugasnya
8. | Kepala Bagian Hukum Anggota Bertanggung  jawab
Sekretariat Daerah Kabupaten sesuai dengan bidang
Sukoharjo tugasnya
9. | DWI YULIATI, SH.,MM Anggota Bertanggung  jawab
NIP. 19740531 199403 2 002 sesuai dengan bidang
Analis Kebijakan Ahli Muda pada tugasnya
Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
10. | RONY GUNAWAN, SH Anggota Bertanggung  jawab
NIP. 19820630 200903 1 003 sesuai dengan bidang
Analis Kebijakan Ahli Muda pada tugasnya
Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo
11. | RETNO HANDAYANI S.STP Anggota Bertanggung  jawab

NIP. 19800310 199912 2 001
Analis Kebijakan Ahli Muda pada
Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

sesuai dengan bidang
tugasnya




1 2 3 4

12. | DWI WAHYUNI, SH Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19820620 200903 2 006 sesuai dengan
Analis Hukum Ahli Muda pada bidang tugasnya
Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

13. | ISKANDAR Anggota Bertanggung jawab
NIP.19741207 200701 1 008 sesuai dengan
Pengadministrasi Pemerintahan bidang tugasnya
pada Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

14. | SUDIYOKO Anggota Bertanggung jawab
NIP. 19681112 200906 1 001 sesuai dengan
Pengadministrasi Pemerintahan bidang tugasnya
pada Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

15. | SRI BUDIYANTI, A.Md Anggota Bertanggung jawab
NIPPPK. 19960110 202421 2 028 sesuai dengan
Arsiparis Terampil pada Bagian bidang tugasnya
Pemerintahan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo

16. | MUH. A. ALAMSYAH, S.Tr.IP Anggota Bertanggung jawab
NIP. 20010501 202409 1 001 sesuai bidang
Penata Kelola Pemerintahan pada tugasnya
Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo

17.| ZAHIRA SYIFA SITORESMI, S.IP Anggota Bertanggung jawab

NIP. 200203192025042002
Penata  Kelola Pemerintahan
pada  Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukoharjo

sesuai bidang
tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI
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